WALIKOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR: 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

bahwa  untuk  merealisasikan  sebagian  sumber
pendapatan daerah pada tahun anggaran 2014, perlu
disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah per triwulan;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor
20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
perlu adanya perubahan pada lampiran Peraturan
Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Target
Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota
Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2014 khususnya
untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2014;

bahwa perubahan penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah dimaksud berdasarkan potensi objek
dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah dalam
kurun waktu berjalan dari Triwulan I sampai dengan
Triwulan III Tahun Anggaran 2014;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurup a, b dan ¢, perlu merubah
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2014
denganPeraturan Walikota;



- <

Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974  tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daefah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 9);
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10, Peraturan Pemeriniah Nomor 5& Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kevangan Daerah  (Lembairan Negara
Republils Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4578);

11, Peraturan Pemerintall Nomor 3% Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerab Provinsi Dan Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan g
Tata Cara Pemberian Dan  Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan Pajak Daerah i Retribusi  Daerah
(Lembairan  Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51¢1);

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagairnana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Perigelolaan Ke uangan Daerab;

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Climahi Tahun 2008 Nomor 86
Seri Dy;

S. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor & Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Ko Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana
telah  diubah - dengan  Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubsmhan Atas Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 201 1 Nomor 1135 Seri D);

16. PeraturanDacrah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 122 Seri B} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor @ Tahun 2 011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daersh Kota Cimahi  Tahun 2014 Nomor
175);

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Uonom (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribust Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Sert C); %




Memperhatikan :
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24.
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Peraturan Dacrah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 141 Seri C};

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pokok-Fokok  Fengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran DDaerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daecrah Kota
Cimahi Tahun .Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Talwan 2014 Nomor 174);

Peraturan Dierah lota Cimahi Nomor 16 Tabun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 1835);

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pengaturan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajalk Daerah Dan Retribusi Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi  Tahun 2010
Nomor 87 Seri B) sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemberian
Dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Kota Cimali (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 175);

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita [Daerah Kota Cimahi
Tahun 2014 Nomor 211 Seri A);

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 20 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota
Cimahi Tahun 2014 Nomor 226 Sert A);

Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penghasil tentang Penyusunan Target Pendapatan
Daerah Talhun 2014 pada tangg al 24 Januari 2014;

Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penghasil tentang Rekornsilinsi Penerimaan Daerah dan
Penyusunan Target per Triwulan Pendapatan Daerah
Tahun 2014 pada tanggal 3 Februar 2014,

Rapat koordinasi dan rekonsiliasi realisasi pendapatan
daerah penerimaan sampai dengan 30 September 2014
dengan Satuan Kerja Perangkat Dacrah Penghasil pada
tanggal 13 Oktober 2014;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasall
Merubah Lampiran Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 pada kolom

15, 16, 17 dan 18, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini,

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada saat diundangkan.

Ditetapkan di Cimahi
WALIKOTA CIMAHI,

ATTY SUHARTI



